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BUPATITULUNGAGUNG

PROVINSIJAWATIMUR

SALINAN

PERATURANBUPATITULUNGAGUNG

NOMOR34TAHUN2019

TENTANG

PENDIDIKANANTIKORUPSIPADASATUANPENDIDIKAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITULUNGAGUNG,

Menimbang :a. bahwaberdasarkan Pasal3 Peraturan Presiden Nomor87 Tahun

2017tentangPenguatanPendidikanKarakterdilaksanakandengan

menerapkannilai-nilaiPancasiladalam pendidikankarakterterutama

meliputinilai-nilaireligius,jujur,toleran,disiplin,bekerjakeras,kreatif,

mandiri,demokratis,rasaingin tahu,semangatkebangsaan,cinta

tanah air,menghargaiprestasi,komunikatif,cinta damai,gemar

membaca,pedulilingkungan,pedulisosial,danbertanggungiawab;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf

a,tujuanpendidikankarakteradalahuntukmenanamkannilai-nilai

antikorupsisepertijujur,disiplin,bekerjakeras,mandiri,pedulidan

bertanggungjawabpadapesertadidikagarmenjadimanusiayang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak

mulia,sehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridan menjadiwarga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab dan jauh dari

perilakukoruptif;

c. bahwauntukmendukungpenguatanpendidikankarakterdanbudaya

antikorupsiberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpada

hurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanBupatitentang

PendidikanAntikorupsipadaSatuanPendidikan;

Mengingat :1. Undang-UndangNomor28Tahun1999tentangPenyelenggaraan

NegarayangBersihdanBebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor75,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851);

2. Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

TindakPidanaKorupsi(LembagaNegaraRepublikIndonesiaTahun

1999Nomor140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor3874), sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang

Nomor20Tahun2001(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

2001Nomor134,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor4150);

3. Undang-UndangNomor20Tahun2003tentangSistem Pendidikan

Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor
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78,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4301);

4. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor224,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor292,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

NasionalPendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun

2005 Nomor78,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia

Nomor 4301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor45,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor5670);

7. PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentangPengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor23,Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomor5105),sebagaimanatelahdiubahdengan

Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun2010 Nomor112,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5157);

8. Peraturan Presiden Nomor87 Tahun 2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun

2017Nomor195);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor3 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor4 SeriE),

sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhirdenganPeraturan

DaerahKabupatenTulungagungNomor12Tahun2016(Lembaran

DaerahKabupatenTulungagungTahun2016Nomor14SeriE);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSIPADA

SATUANPENDIDIKAN.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam PeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan:

1. BupatiadalahBupatiTulungagung.
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2. DinasadalahDinasyangmenyelenggarakanurusanpemerintahan

dibidangpendidikandiKabupatenTulungagung.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendidikan di Kabupaten

Tulungagung.

4. JenjangPendidikanadalahtahapanpendidikanyangditetapkan

berdasarkan tingkatperkembangan peserta didik,tujuan yang

akandicapai,dankemampuanyangdikembangkan.

5. Kurikulum adalahseperangkatrencanadanperaturanmengenai

tujuan,isidanbahanpembelajaransertacarayangdigunakan

sebagaipedomanpenyelenggaraankegiatanpembelajaranuntuk

mencapaitujuanpendidikantertentu.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha

mengembangkanpotensidirimelaluiprosespembelajaranyang

tersediapadajalur,jenjangdanjenispendidikantertentu.

7. Pendidikadalahanggotamasyarakatberkualitassebagaiguru,

pamongbelajar,tutor,instruktur,fasilitator,dansebutanlainyang

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

penyelenggaraanpendidikan.

8. Pembelajaran adalah proses interaksiPeserta Didik dengan

Pendidikdansumberbelajaryangdapatmemanfaatkanteknologi

informasidankomunikasi;

9. Implementasiadalahpenerapan/pelaksananrencanayangtelah

disusunsecaraterperinci.

10.Insersiadalahpenyisipan/integrasiintisarinilai-nilaidalam proses

pembelajaran.

11.Pendidikan Antikorupsiadalah satu kesatuan daripendidikan

karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap

antikorupsidalam diripesertadidik.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

PeraturanBupatiinidimaksudkansebagaipedomandalam rangka

ImplementasiPendidikanAntikorupsipadaDinas.

Pasal3

PeraturanBupatiinibertujuanuntukmewujudkanPesertaDidikyang

berkarakter,berilmudanantikorupsi.

BABIII

PRINSIP

Pasal4

Pendidikan Antikorupsidilaksanakan dengan menggunakan prinsip

danpendekatan:

a. integrasinilaikarakterdalam prosespembelajaransecaratematik

danmatapelajaransesuaidenganisikurikulum;

b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode

pembelajaran/pembimbingan sesuaidengan karakter Peserta
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Didik;

c. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan

kebutuhan dan karakterisitik daerah,satuan pendidikan,dan

PesertaDidik;

d. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian satuan

pendidikan dan memberikan keteladanan antarwarga satuan

pendidikan;

e. membangun dan mematuhinorma,peraturan,dan ketentuan-

ketentuansatuanpendidikan;dan

f. memperkuatperananorangtuasebagaipemangkukepentingan

utama penididikan dan komite sekolah sebagai lembaga

partisipasimasyarakat.

BABIV

RUANGLINGKUP

Pasal5

RuanglingkupPeraturanBupatiinimeliputi:

a.ImplementasiPendidikanAntikorupsi;

b. MateriPembelajaran;

c. MetodePembelajaran;

d. Penilaian;

e. KompetensiPendidik;

f. Kerjasama;

g. PembinaandanPengawasan;dan

h. Pembiayaan.

BABV

IMPLEMENTASIPENDIDIKANANTIKORUPSI

Pasal6

ImplementasiPendidikanAntikorupsidilaksanakanolehDinaspada

satuanpendidikanjalurpendidikandasarformalmeliputi:

a. SekolahDasar;dan

b. SekolahMenengahPertama.

Pasal7

ImplementasiPendidikanAntikorupsipadasatuanpendidikanjalur

pendidikan dasar formaldilaksanakan pada kegiatan kurikuler,

kokurikulerdanekstrakurikuler.

Pasal8

KomponenImplementasiPendidikanAntikorupsimeliputi:

a. merencanakan Pendidikan Antikorupsioleh Pendidik melalui

program pembelajaran yang berupa silabus dan Rencana

PersiapanPembelajaran(RPP);

b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan

Antikorupsi dalam mata pelajaran Agama, Pendidikan
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Kewarganegaraan,Bahasa Indonesia,Matematika dan Ilmu

PengetahuanSosialmaupunkegiatanEkstrakulikuler;

c. pembudayaan, pembiasaan nilai antikorupsi dalam seluruh

aktivitasdansuasanasatuanpendidikan;dan

d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan

Antikorupsi.

BABVI

MATERIPEMBELAJARAN

Pasal9

Materipembelajaran Pendidikan Antikorupsidisesuaikan dengan

pertumbuhandanperkembanganPesertaDidiksesuaidenganjenjang

pendidikannya,dilaksanakandengan menerapkannilai-nilaiPancasila

dalam bentuk pendidikan karakter terutama meliputinilai-nilai

kejujuran,tanggungjawab,kesederhanaan,kepedulian,kemandirian,

disiplin,keadilandankerjakeras.

BABVII

METODEPEMBELAJARAN

Pasal10

Metodepembelajaranyangdapatdigunakandalam prosesPendidikan

Antikorupsiantaralain:

a. metode inquiry,adalah proses pengajuan pertanyaan tentang

suatupermasalahandanbagaimanasecarasistematismencari

jawabannya;

b. metodepencarianbersama(collaborative),adalahprosesbelajar

kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi,

pengalaman,ide,sikap,pendapat,kemampuan,danketrampilan

yang dimilikinya, untuk secara bersama-sama saling

meningkatkanpemahamanseluruhanggota;

c. metodesiswaaktifatauaktivitasbersama,adalahbelajaryang

memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai

informasidariberbagaisumberuntuk dibahas dalam proses

pembelajaran dalam kelas, sehingga memperoleh berbagai

pengalamanuntukmenambahpengetahuan;

d. metodeketeladanan(pemodelan),adalahmetodepembelajaran

tentangcaramencontohataumeniruperbuatanatausikapyang

patutditiru;dan

e. metodeliveinadalahmetodepembelajaraninimemungkinkan

anakmemilikipengalamanhidupbesamaoranglaindalam situasi

yangberbedadengansituasihidupnyasehari-hari.

BABVIII

PENILAIAN

Pasal11

(1)PenilaianhasilbelajarPendidikanAntikorupsibagiPesertaDidik

dilakukan oleh Pendidik untuk mamantau proses,kemajuan,

perkembanganhasilbelajarPesertaDidiksesuaidenganpotensi
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yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara

berkesinambungan.

(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

umpan balik kepada Pendidik agar dapat menyempurnakan

perencanaandanprosespembelajaran.

BABIX

KOMPENTENSIPENDIDIK

Pasal12

KompentensiPendidikpalingsedikitmemenuhi:

a. berpendidikanSarjana(S1)dan/atauDiploma4(D4)bidangstudi

yangrelevan;

b. sasarankinerjapegawai(SKP)berpredikatbaik;dan

c. tidakpernahdijatuhihukumandisiplin.

BABX

KERJASAMA

Pasal13

(1)Dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi pada satuan

pendidikan jalur pendidikan dasar formal dapat dilakukan

KerjasamadenganKomisiPemberantasanKorupsi/Kementerian

/Lembaga/PerangkatDaerah/Organisasi/PerguruanTinggi/

PemerintahDaerah.

(2)KerjasamaPendidikanAntikorupsipadasatuanpendidikanjalur

pendidikan dasarformalsebagaimana maksud pada ayat(1)

dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BABXI

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal14

(1)Bupatimelaksanakan pembinaan dan pengawasan Pendidikan

Antikorupsi.

(2)Dalam melaksanakanpembinaandanpengawasansebagaimana

dimaksudpadaayat(1)BupatimenunjukKepalaDinas.

BABXII

PEMBIAYAAN

Pasal15

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsidibebankan

pada:

a. AnggaranPendapatandanBelanjaNegara;

b. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah;serta

c. Sumberdanalainnyayangsahdantidakmengikatsesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

BABXIII
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PENUTUP

Pasal16

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupatiinidengan penempatannya dalam Berita Daerah

KabupatenTulungagung.

DitetapkandiTulungagung

padatanggal5Juli2019

WAKILBUPATITULUNGAGUNG,
ttd.

MARYOTOBIROWO

DiundangkandiTulungagung
padatanggal5Juli2019
SEKRETARISDAERAH,

ttd.
Ir.INDRAFAUZI,M.M.
PembinaUtamaMadya
NIP.195909191990031006

BeritaDaerahKabupatenTulungagungTahun2019Nomor34

Salinansesuaidenganaslinya
KEPALABAGIANHUKUM,

ttd.
SAIFULBAKRI,SH.,MH.
NIP.196210201990031011


